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ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan
sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan
bersama- sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan
nasional. Peningkatan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan.Dalam Undang-
Undang RI No.32 Tahun 2004 [24] menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain — lain PAD yang sah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti
lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel bebas dan variabel terkait yang
akan diuji [17]. Dalam penelitan ini, desain penelitan verifikatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel
bebas yaitu pajak restoran dan pajak hotel dengan variabel terkait yaitu penerimaan pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian secara partial menunjukan nilai signifikansi pajak restoran sebesar 0.003 < 0.05 maka dapat
dijelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh secara partial terhadap PAD dan nilai signifikansi pajak hotel sebesar
0.002 < 0.05 maka dapat dijelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh secara partial terhadap PAD. Koefesien
determinansi didapatkan nilai dengan melihat adjusted R square yaitu sebesar 0.948*100%=94.8, maka dapat
dijelaskan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 94.8%.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Tax is one of the main source of revenue for a country that is paid by the public and as a collection fee that can
be imposed by the government under the provisions of tax legislation as well as the realization of public
participation or taxpayers to directly and jointly implement the tax obligation necessary for financing the state and
national development. Increased revenue an area affected by a variety of sources pendapatan.Dalam RI Act 32 of
2004 explained that the Local Revenue (PAD) sourced from the local tax, the result of levies, the results of
companies belonging to local, regional wealth management results were separated and others - others PAD
legitimate.

This study uses a quantitative approach in viewing the variable relationship to the object under study is more
cause and effect (causal), sehungga in research there are independent variables and related variables to be tested
[17]. In this research, research design verification is used to examine the relationship between the independent
variables, namely tax with restaurant and hotel tax receipts related variables that revenue.

Partial results of the test showed significant value restaurant tax 0.003 <0.05 then explained that the restaurant
tax partial effect on local revenues and the significant value hotel tax amounting to 0.002 <0.05 then explained that
the hotel tax effect partial to PAD. Determinansi coefficient values obtained by looking at the adjusted R-square is
equal to 0948 * 100% = 94.8, it was explained that the correlation of independent variables on the dependent variable
of 94.8%.

Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, Local Revenue
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1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan
sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan
bersama- sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan
nasional [27], [181-201].

Peningkatan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan.Dalam Undang-Undang RI
No0.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain — lain
PAD yang sah.

Salah satu kota yang bermasalah dengan APBD adalah kota Bandung. APBD kota Bandung per tahun adalah Rp
4,7 triliun sedangkan pendapatan asli daerah Bandung masih di bawah Rp 2 triliun.Pada Tahun 2009 Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung mengalami defisit sebesar Rp 15 miliar dan realisasi
pendapatan asli daerah (PAD) juga tidak sesuai yang ditargetkan, tidak terkejarnya target PAD karena pendapatan
dari pajak daerah dan retribusi daerah belum tercapai sesuai dengan targetnya, hal tersebut disampaikan sekretaris
panitia anggaran DPRD kota Bandung Teddy Rusnawan [29]. Hal tersebut menjadi permasalahan dan tentu saja
pemerintah kota Bandung harus mampu meningkatkan PAD untuk memenuhi belanja daerah kota Bandung .

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah
sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia mulai
diberlakukan pada tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari
sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah serta dengan
diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan UU No 32 Tahun 2004 tentang “pokok-pokok
pemerintahan daerah”.

Pajak Restoran dan Pajak Hotel merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang diandalkan serta
mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah ,karena Kota Bandung menjadi kota wisata kuliner dengan
besarnya jumlah restoran dan kafe yang tersebar di kota Bandung. Pajak hotel sendiri berkontribusi besar pada
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mencatat tingkat hunian hotel (okupansi) tumbuh
cukup signifikan hingga laju pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel meningkat.Kepala Dinas Pelayanan
Pajak (Disyanjak) Kota Bandung Dandan Riza Wardhana, mengatakan sepanjang 2013 penerimaan pajak hotel
mencapai Rp177 miliar atau naik 120% dari target pendapatan sebesar Rp148 miliar [30].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak
Restoran dan Hotel Terhadap Pendatapan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013)”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti
lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehungga dalam penelitiannya ada variabel bebas dan variabel terkait yang
akan diuji (sugiyono 2006;11).

1.2 Identifikasi Masalah
Dari uraian tersebut, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Restoran , Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung pada
tahun 2009 sampai 2013?

2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada
tahun 2009 sampai 2013 secara simultan?

3. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada
tahun 2009 sampai 2013 secara parsial?
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2 Dasar Teori
2.1 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman
yang disediakan dengan dipungut bayaran (Darwin, 2010:120). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau
minuman dengan dipungut byaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya
termasuk jasa boga/ketering [28]. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pajak
Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan yang tidak
termasuk objek pajak restoran adalah restoran yang nilai penjulannya dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
per bulan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi
atau badan yang membeli makanan dan atau minuman restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau
badan yang mengusahakan restoran. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], dasar Pengenaan
pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Undang — undang Nomor 28 tahun 2009
pasal 41 mengenai pajak restoran, pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.2 Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah pengunapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], objek pajak hotel adalah pelayanan yang
disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jas penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas
telepon, faksimili, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang
disediakan atau dikelola oleh hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel
adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah atau
yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebagai berikut:
a. Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya
ditetapkan 10% (sepuluh persen).
b. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh) kamar ditetapkan 5% (lima
persen).
c. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

2.3 Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 [24], Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain — lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Menurut Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 [23], Pendapatan Asli Daerah bersumber
dari:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga daerah
sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi daerah
Retribusi Derah yaitu pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian
atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
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3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih
perusahaan daerah yang berupa dana untuk pembangunan daerah.

4. Lain - lain PAD yang sah.
Lain — lain PAD yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain.

Variabel Independen

CoTTTTTTTTTTTTTTC Variabel Dependen
!'| Pajak Restoran (X1)
! Pendapatan Asli Daerah (Y)
1| Pajak Hotel (X2) Y
L :
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
3. Pembahasan
3.1 Koefesien Determinasi

Menurut Ghozali [4] ,Koefisien determinasi (R®) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara no dan satu. Nilai R? yang kecil
berarti kemampuan variabel — variabel independen dalam menjelaskan variabel — variabel dependen amat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel — variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R?) semakin besar (mendekati
1) dan cenderung mengikat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas.
Hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan software IBM SPSS sebagai berikut:
Tabel 1
Koefisien Determinasi
Model Summary®

Model R R Square Adjusted R | Std. Error of the
Square Estimate

a 99969492982.8

1 987 974 .948 9471

Sumber:Hasil Olahan SPSS
Dari tabel 1 didapatkan adjusted R square sebesar 0.948*100%=94.8, maka dapat dijelaskan bahwa korelasi variabel
independen terhadap variabel dependen sebesar 94.8%.

3.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel
terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara simultan.
Hasil uji F menggunakan software IBM SPSS terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji F
ANOVA?
IABdegssion Sum of Squares df Mean Square F Sig.
residual | 746036156684278500000000.000| 2 37301807%36%2010369588 37.325 | 026
Total 19987799054514070000000.000| 2 999389952720%70%3888| |
Sumber:Hasil ©lahan SPSS )
766023955738792500000000.000 4 | |
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Dari tabel 2 didapatkan nilai signifikansi 0.026 < 0.05 maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran dan pajak hotel
berpengaruh secara simultan terhadap PAD.

3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji signifikan terhadap masing- masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya dari
masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (). Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:
nilai Pr >0, =0,05, maka H, diterima.
nilai Pr <o =0,05, maka H, ditolak.

Tabel 3
Hasil Uji Partial Pajak Restoran
Coefficients®

Model Unstandardized Coefficients Standardized | t Sig.
Coefficients
(Constant) B Std. Error Beta
RESTORAN -891064112986.938 | 187854618892.689 4743 .018
19 8g@per:Hasil Olaharp3§sq 983| 9.167|  .003

Dari table 3 didapatkan nilai signifikansi 0.003 < 0.05 maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh
secara partial terhadap PAD.

Tabel 4
Hasil Uji Partial Pajak Hotel
Coefficients®

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
(Constant) B Std. Error Beta
-361314577219.729| 115813832834.893 3 126 .052
HOTEL )
9 . . 08710461 om0
% er:Hasil Olahan s%gs 6

Dari tabel 4 didapatkan nilai signifikansi 0.002 < 0.05 maka dapat dijelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh secara
partial terhadap PAD.

4 Kesimpulan

a. Tingkat penerimaan Pajak Restoran tahun 2009 sampai 2013 di Kota Bandung cukup baik karena sudah
mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

b. Dari hasil pengujian Uji F didapatkan nilai signifikansi dibawah 0.05 atau 0.026 < 0.05 maka dapat
dijelaskan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli
Daerah PAD. Sehingga semakin tinggi Pajak Restoran dan Pajak Hotel maka Pendapatan Asli Daerah akan
semakin tinggi juga.

c. Dari hasil pengujian uji T, Pajak Restoran di Kota Bandung memiliki pengaruh yang cukup signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak
Restoran di Kota Bandung cukup baik. Dengan demikian semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran di
Kota Bandung maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Serta Dari hasil pengujian
uji T, Pajak Hotel di Kota Bandung memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung cukup
baik. Dengan demikian semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung maka
semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.
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